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Penelitian ini bertujuan untuk menjamin agar keuangan daerah dikelola 
sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Untuk itu  penelitian ini  menyusun model pengawasan keuangan daerah 
dengan melakukan berbagai  tahapan. Dengan model ini diharapkan pelaksanaan 
pengawasan keuangan daerah dapat lebih efektif dan efisien baik pada saat 
penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran 
sehingga dewan perwakilan rakyat khususnya daerah dapat memiliki kinerja lebih 
baik, baik dari sisi responsivitas, reliabilitas maupun akuntabilitas. Dalam upaya 
mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini akan melakukan pengembangan 
model pengawasan keuangan daerah  yang akan mempermudah anggota dewan 
menjalankan tugas pengawasannya. Model tersebut akan dikemas dalam  Panduan 
Tertulis Model Pengawasan Keuangan Daerah, Standar Operasional Prosedur 
(SOP) dan Alat Ukur Pengawasan. Sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan 
pengawasan akuntabel atau tidak. Pada tahapan akhir  akan dilakukan evaluasi 
terhadap model untuk melihat ada tidaknya peningkatan kinerja dewan perwakilan 
rakyat daerah kota Medan dengan menggunakan model pengawasan keuangan 
daerah tersebut. Model yang ada akan disosialisasikan lewat workshop ataupun 
pelatihan kepada anggota DPRD. 
Kata kunci: responsivitas, reliabilitas, akuntabilitas, standar operasional dan 
prosedur 
Pendahuluan 
 Keuangan negara merupakan 
semua hak dan kewajiban negara yang 
dapat dinilai dengan uang. Demikian 
pula segala sesuatu baik berupa uang 
maupun barang yang dapat dijadikan 
milik negara sehubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban 
dimaksud (pasal 1 UU No. 17/ 2003). 
Dalam rangka mendukung 
terwujudnya good governance 
pengelolaan keuangan negara perlu 
diselenggarakan secara profesional, 
terbuka, dan bertanggung-jawab 
sesuai dengan aturan pokok yang telah 
ditetapkan dalam Undang-Undang 
Dasar 1945. 




Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) merupakan 
wujud pengelolaan keuangan negara 
yang ditetapkan tiap tahun dengan 
peraturan pemerintah daerah yang 
terdiri atas anggaran pendapatan, 
anggaran belanja dan pembiayaan. 
Pemerintah daerah menyampaikan 
kebijakan umum  APBD tahun 
anggaran berikutnya sejalan dengan 
rencana kerja pemerintah daerah, 
sebagai landasan penyusunan rencana 
APBD kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD). 
DPRD merupakan wakil dari 
masyarakat pada daerah tertentu, 
kinerja dari wakil rakyat saat ini 
sangat dipertanyakan. Salah satu 
kinerja dewan perwakilan rakyat 
daerah yang selalu menjadi perdebatan 
adalah dalam bidang hukum dan 
keuangan. Terutama dalam hal 
keuangan mulai dari tingkat pusat 
sampai daerah selalu 
dipermasalahkan. 
Sehubungan dengan hal tersebut 
maka peran DPRD menjadi semakin 
meningkat dalam mengontrol 
kebijaksanaan pemerintah. Menurut 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 
tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Anggaran 
menjelaskan bahwa pengawasan atas 
anggaran dilakukan oleh dewan, dan 
dewan berwenang memerintahkan 
pemeriksa eksternal di daerah untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pengelolaan anggaran. Menurut 
Sopanah dan Mardiasmo (2003). 
Lembaga legislatif secara umum 
mempunyai tiga fungsi yaitu: fungsi 
legislasi yaitu fungsi membuat 
peraturan perundang-undangan, fungsi 
anggaran yaitu fungsi untuk menyusun 
anggaran dan fungsi pengawasan yaitu 
fungsi untuk mengawasi kinerja 
eksekutif. 
Dengan meningkatnya jumlah 
anggaran yang dikelola di daerah perlu 
dibarengi dengan peningkatan 
kemampuan pengawasan keuangan di 
daerah. Sebab membengkaknya 
anggaran di pemerintah daerah bila 
tidak diikuti dengan pengawasan 
keuangan yang baik, maka tidak 
tertutup kemungkinan akan membuka 
peluang praktek korupsi, kolusi dan 
nepotisme. 
Ruang lingkup pengawasan 
DPRD terhadap pelayanan publik 
terdiri dari pengawasan preventif dan 
pengawasan represif. Pengawasan 
preventif yaitu pengawasan yang 
dilakukan pada tahap  persiapan dan 
perencanaan suatu kegiatan terhadap 
sebuah lembaga layanan publik. 
Pengawasan ini bertujuan pada aspek 
pencegahan dan perbaikan, termasuk 
pula pengusulan perbaikan atau 
pembentukan regulasi baru untuk 
berbaikan standar kualitas terhadap 
layanan publik.  Pengawasan represif, 
yaitu pengawasan terhadap proses-
proses aktivitas sebuah lembaga 
layanan publik. Pengawasan bertujuan 
menghentikan pelanggaran dan 
mengembalikan pada keadaan semula, 
baik disertai atau tanpa sanksi. 




Untuk itu kinerja dewan 
perwakilan rakyat yang maksimal 
dalam hal keuangan sangat 
diharapkan. Namun kondisi yang ada 
saat ini kinerja dewan perwakilan 
rakyat dalam hal pengawasan 
keuangan masih kurang maksimal hal 
ini terlihat dari hasil penelitian yang 
ada bahwa masih adanya anggota 
dewan perwakilan rakyat terutama di 
daerah, khususnya daerah kota Medan 
yang dalam melakukan pengawasan 
keuangan daerah belum memahami, 
mengetahui cara mendeteksi 
kebocoran atau kecurangan serta 
kejanggalan yang terjadi pada 
anggaran. (Sinambela, 2009) 
Dari hasil penelitian tahun 2012 
diketahui bahwa pengawasan 
keuangan yang dilakukan dewan 
perwakilan rakyat daerah kota Medan 
masih ada yang belum sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
ada, Sehingga kinerja DPRD kota 
Medan masih belum maksimal diukur 
dari sisi responsibilitas, reliabilitas dan 
akuntabilitas. Selain itu diketahui juga 
bahwa peraturan tentang pengawasan 
keuangan daerah masih belum 
terimplementasi dengan baik untuk itu 
perlu dilakukan cara sosialisasi yang 
berbeda misalnya dengan melakukan 
workshop dalam mensosialisasikan 
peraturan perundang-undangan 
tentang pengawasan keuangan daerah. 
Berdasarkan temuan dan analisis 
yang dilakukan maka peneliti merasa 
dalam pelaksanaan pengawasan 
keuangan daerah perlu adanya 
pengembangan model pengawasan 
keuangan sebagai pedoman dalam 
melakukan pengawasan keuangan, dan 
juga sebagai dasar pengukuran 
pelaksanaan pengawasan yang telah 
dilakukan DPRD. Dengan demikian 
diharapkan pelaksanaan pengawasan 
keuangan daerah dapat lebih efektif 
dan efisien baik pada saat penyusunan, 
pengesahan, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban anggaran 
sehingga dewan perwakilan rakyat 
khususnya daerah dapat memiliki 
kinerja lebih baik, baik dari sisi 




Penelitian ini menggunakan  
metode research and development 
(R&D). Dilaksanakan di kota Medan 
pada kantor dewan perwakilan rakyat 
daerah kota Medan. Populasi adalah 
semua anggota dewan perwakilan 
rakyat daerah kota Medan yang 
berjumlah 50 orang dengan sampel 
anggota dewan di komisi C yang 
berjumlah 11 orang.  
 
Hasil dan Pembahasan 
Kondisi Terkini Pengawasan 
Keuangan Daerah Kota Medan    
Dari hasil penelitian tahap satu 
diketahui bahwa anggota DPRD kota 
Medan belum semuanya memahami 
proses dalam melakukan pengawasan 
keuangan sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Hal ini dapat 
diketahui dari pengawasan saat 




penyusunan/ perencanaan APBD 
belum dijalankan secara maksimal, 
padahal pengawasan oleh DPRD 
sudah harus dilakukan sejak  tahap 
perencanaan, tidak hanya pada tahap 
pengesahan, pelaksanaan dan 
pelaporan saja. Hal ini penting karena 
DPRD memiliki kewenangan untuk 
menentukan arah dan kebijakan umum 
APBD, apabila DPRD lemah dalam 
tahap perencanaan, maka sangat 
mungkin akan banyak terjadi 
penyimpangan pada saat pelaksanaan 
APBD (Mardiasmo, 2002). 
Secara sederhana pengawasan 
DPRD dibedakan menjadi enam jenis: 
a. Pengawasan oleh Pimpinan DPRD 
yakni pengawasan yang 
dilaksanakan  langsung atas nama 
pimpinan DPRD. 
b. Pengawasan oleh anggota DPRD, 
yakni pengawasan yang melekat 
pada kedudukan setiap anggota 
DPRD. 
c. Pengawasan oleh Komisi, yakni 
pengawasan yang ruang 
lingkupnya (objeknya) merupakan 
bidang tugas Komisi dan 
dilaksanakan oleh Komisi. 
d. Pengawasan oleh Gabungan 
Komisi, yakni pengawasan yang 
ruang lingkupnya (objeknya) 
merupakan bidang yang menjadi 
tugas lintas Komisi dan 
dilaksanakan oleh dua Komisi atau 
lebih. 
e. Pengawasan oleh Kelompok Kerja 
(Pokja) dan pengawasan oleh 
Panitia Khusus (Pansus), yakni 
pengawasan yang dilakukan oleh 
alat kelengkapan DPRD yang 
dibentuk khusus untuk melakukan 
pengawasan.  
f. Pengawasan oleh Fraksi. fraksi 
memiliki fungsi pengawasan 
terhadap kebijakan dan kinerja 
pelayanan publik yang hasilnya 
dapat disampaikan langsung 
melalui alat kelengkapan dewan 
dan atau induk partai masing-
masing sebagai sikap politik. 
Pengawasan keuangan yang 
harus dijalankan oleh anggota dewan 
sudah dimulai dari saat penyusunan 
atau perencanaan sebab apa yang akan 
dilakukan pemerintah daerah, SKPD, 
maupun unit layanan teknis pelayanan 
publik bisa diketahui dari  rencana 
yang dibuat eksekutif. Kemampuan 
yang harus dimiliki oleh anggota 
dewan dalam melakukan fungsi 
pengawasan adalah pengetahuan, 
keterampilan dan pengalaman dalam 
menyusun berbagai peraturan daerah 
Mardiasmo (2003). 
 Dan dari alokasi anggaran untuk 
pelayanan publik juga bisa diketahui 
apakah pemerintah daerah akan 
memberikan pelayanan publik 
kemasyarakat secara memadai atau 
tidak. Pengawasan pada saat 
pengesahan APBD sebagian besar 
sudah dilakukan oleh anggota dewan. 
Menurut Undang-Undang Nomor 32 
tahun 2004 dinyatakan bahwa DPRD 
mempunyai tugas dan wewenang 
membentuk peraturan daerah yang 
dibahas dengan kepala daerah untuk 
mendapat persetujuan bersama. 
Kemudian DPRD membahas dan 
menyetujui rancangan peraturan 
daerah tentang APBD bersama dengan 
kepala daerah.  




Dengan ikut terlibat dalam 
pembahasan dan memberikan 
persetujuan berarti anggota dewan 
akan dapat ikut mengawasi pada saat 
pengesahan sudah memenuhi azas 
transparasi atau belum. Tujuan adanya 
pengawasan APBD adalah untuk 
menjaga agar anggaran yang disusun 
benar-benar dijalankan, agar 
pelaksanaan APBD sesuai dengan 
anggaran yang telah digariskan dan 
menjaga agar hasil pelaksanaan APBD 
benar-benar dapat dipertanggung-
jawabkan (Alamsyah dalam Sopanah 
dan Mardiasmo, 2003) 
Pada pelaksanaan APBD 
ternyata masih banyak juga anggota 
dewan yang belum melakukan 
pengawasan atas pelaksanaan APBD 
tersebut. Dalam rangka pelaksanaan 
fungsi pengawasan, DPRD 
mempunyai hak interplasi, hak angket, 
dan hak untuk menyatakan pendapat.  
Hak interpelasi adalah hak DPRD 
untuk meminta keterangan kepada 
kepala daerah mengenai kebijakan 
pemerintah daerah yang penting dan 
strategis serta berdampak luas pada 
kehidupan masyarakat daerah dan 
negara. 
Fungsi pengawasan DPRD dapat 
dibagi dalam tiga tahapan waktu, 
sesuai dengan kebutuhan dan 
tujuannya yakni: (1) Preliminary 
control, merupakan pengawasan 
anggota DPRD pada saat pembahasan 
anggaran. Dalam pengawasan 
pendahuluan ini anggota DPRD sangat 
diharapkan perannya dalam meneliti 
setiap usulan anggaran khususnya dari 
penyedia layanan publik, baik dari sisi 
harga layanan, output maupun 
outcomes dari setiap jenis layanan. (2) 
Interim control, dimaksudkan untuk 
memastikan layanan publik berjalan 
sesuai standar yang ditetapkan dan 
memenuhi harapan masyarakat selama 
pelayanan dilakukan dalam jangka 
waktu tertentu. Pengawasan juga bisa 
diarahkan terhadap pelaksanaan 
anggaran atas layanan publik atau 
masa perjalannya sebuah peraturan. 
(3) Post control, selain memastikan 
layanan publik berjalan sesuai 
harapan, juga diperuntukkan atas 
evaluasi terhadap target yang 
direncanakan. Pengawasan diharapkan 
akan menghasilkan rekomendasi 
mempertahankan, memperbaiki atau 
meningkatkan kualitas layanan. 
Bentuk pengawasan yang 
dilakukan oleh anggota dewan 
menurut Sopanah dan Mardiasmo 
(2003) dapat dilakukan melalui 
pengawasan secara langsung, 
pengawasan tidak langsung, peng-
awasan preventif, dan pengawasan 
represif.  
Dengan cara ini diharapkan 
pelaksanaan APBD yang dijalankan 
dapat sesuai dengan apa yang sudah 
direncanakan sebelumnya. Apabila 
pada saat pelaksanaan ditemukan 
adanya ketidaksesuaian  antara yang 
dijalankan dengan yang direncanakan 
atau dianggarkan maka anggota dewan 
dapat dengan cepat menanyakannya 
kepada pejabat pengelola keuangan 




daerah. Sehingga hal-hal yang perlu 
direvisi dapat dilakukan dengan 
segera. 
Fungsi Pengawasan yang 
berikutnya harus dilakukan anggota 
dewan adalah melakukan pengawasan 
pada saat pelaporan APBD. Dari hasil 
survei yang dilakukan diketahui 
bahwa pada saat pelaporan, 
pengawasan yang dilakukan sangat 
lemah. Diketahui bahwa pengawasan 
keuangan pada saat pelaporan APBD 
memang belum berjalan dengan baik, 
pada hal pengawasan dalam hal ini 
dilakukan dengan tujuan selain 
memastikan layanan publik berjalan 
sesuai harapan, juga diperuntukkan 
atas evaluasi terhadap target yang 
direncanakan. Pengawasan diharapkan 
akan menghasilkan rekomendasi 
mempertahankan, memperbaiki atau 
meningkatkan kualitas layanan. 
Kinerja dewan dalam hal ini 
dilihat dari sisi responsibilitas, 
reliabilitas dan akuntabilitas. Dari 
hasil penelitian tahap satu diketahui 
bahwa kinerja dewan perwakilan 
rakyat daerah Kota Medan sudah 
cukup baik walaupun masih ada 
beberapa dewan yang memiliki kinerja 
yang belum maksimal. Padahal dewan 
diharapkan  memiliki kinerja yang 
baik disemua aspek baik dari 
responsivitas, reliabilitas dan 
akuntabilitas sehingga masyarakat 
dapat mempercayainya kembali untuk 
periode berikutnya.  
Anggota dewan dikatakan 
kinerjanya baik apabila mereka 
mampu memenuhi setidaknya dua 
kriteria yaitu sebagai berikut (1) 
Kebijakan-kebijakan yang dibuat atau 
diperjuangkan sesuai dengan platform 
politik (issu dan program) yang 
mereka tawarkan pada saat kampanye 
pemilu. (2) Upaya pencapaian 
platform politik ini semata-mata 
dimaksudkan untuk mencapai 
kesepakatan sesuatu yang terbaik bagi 
konstituennya. 
Adapun pengawasan keuangan 
daerah yang dilaksanakan DPRD kota 
Medan saat ini adalah pengawasan 
yang berdasarkan undang–undang 
yang berlaku seperti Keputusan 
Presiden Nomor 74 tahun 2001, 
Undang-Undang Nomor 32 tahun 
2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 
tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan 
Undang–Undang Nomor 27 tahun 
2009. yang dapat peneliti jabarkan 
sebagai berikut: 
(1) Kepala daerah menyampaikan 
rancangan kebijakan umum 
APBD tahun anggaran berikutnya 
sebagai landasan penyusunan 
RAPBD kepada DPRD selambat-
lambatnya pertengahan bulan Juni 
tahun anggaran berjalan. 
(2) Kepala daerah menyampaikan 
rancangan peraturan daerah 
tentang APBD beserta 
lampirannya kepada DPRD 
paling lambat pada minggu 
pertama bulan Oktober tahun 
anggaran sebelumnya dari tahun 
yang direncanakan untuk 






(3) Penetapan agenda pembahasan 
rancangan peraturan daerah 
tentang APBD untuk 
mendapatkan persetujuan 
bersama dan disesuaikan dengan 
tata tertib DPRD masing-masing 
daerah. 
(4) Apabila DPRD sampai batas 
waktu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 104 ayat (2) tidak 
menetapkan persetujuan bersama 
dengan kepala daerah terhadap 
rancangan peraturan tentang 
APBD, kepala daerah 
melaksanakan pengeluaran 
setinggi-tingginya sebesar angka 
APBD tahun anggaran 
sebelumnya untuk membiayai 
keperluan setiap bulan. 
(5) Pengambilan keputusan bersama 
DPRD dan kepala daerah 
terhadap rancangan peraturan 
daerah tentang APBD dilakukan 
paling lama 1 (satu) bulan 
sebelum tahun anggaran yang 
bersangkutan dilaksanakan. 
(6) Atas dasar persetujuan bersama 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), kepala daerah menyiapkan 
rancangan peraturan kepala 
daerah tentang penjabaran APBD. 
(7) Penyampaian rancangan 
peraturan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disertai 
dengan nota keuangan. 
(8) Dalam hal kepala daerah dan/ 
atau pimpinan DPRD 
berhalangan tetap, makan pejabat 
yang ditunjuk dan ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang selaku 
penjabat/ pelaksana tugas kepala 
daerah dan/ atau selaku pimpinan 
sementara DPRD yang 
menandatangani persetujuan 
bersama. 
(9) Pembahasan rancangan peraturan 
daerah berpedoman pada KUA, 
serta PPA yang telah disepakati 
bersama antara pemerintah daerah 
dan DPRD. 
(10) Dalam hal DPRD memerlukan 
tambahan penjelasan terkait 
dengan pembahasan program dan 
kegiatan tertentu, dapat meminta 
RKA-SKPD berkenaan kepada 
kepala daerah. 
(11) Penyampaian rancangan 
peraturan kepala daerah untuk 
memperoleh pengesahan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 107 ayat (3) paling lama 15 
(lima belas) hari kerja terhitung 
sejak DPRD tidak menetapkan 
keputusan bersama dengan kepala 
daerah terhadap rancangan 
peraturan daerah tentang APBD. 
(12) Apabila dalam batas waktu 30 
(tiga puluh) hari kerja Menteri 
Dalam Negeri/ Gubernur tidak 
mengesahkan rancangan pera-
turan kepala daerah tentang 
APBD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), kepala daerah 
menetapkan rancangan peraturan 
kepala daerah dimaksud menjadi 
peraturan kepala daerah. 




(13) DPRD melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan peraturan 
daerah tentang APBD. 
(14) Pengawasan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) bukan 
pemeriksaan tetapi pengawasan 
yang lebih mengarah untuk 
menjamin pencapaian sasaran 
yang telah ditetapkan dalam 
peraturan daerah tentang APBD. 
(15) Rancangan peraturan daerah 
tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) memuat 
laporan keuangan yang meliputi 
laporan realisasi anggaran, 
neraca, laporan arus kas, catatan 
atas laporan keuangan, serta 
dilampiri dengan laporan kinerja 
yang telah diperiksa BPK dan 
ikhtisar laporan keuangan badan 
usaha milik daerah/ perusahaan 
daerah. 
(16) Apabila sampai batas waktu 2 
(dua) bulan setelah penyampaian 
laporan keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 297 ayat 
(1), BPK belum menyampaikan 
hasil pemeriksaan, kepala daerah 
menyampaikan rancangan 
peraturan daerah tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD kepada DPRD. 
(17) Rancangan peraturan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilampiri dengan laporan 
realisasi anggaran, neraca, 
laporan arus kas, catatan atas 
laporan keuangan, dan laporan 
kinerja yang isinya sama dengan 
yang disampaikan kepada BPK. 
(18) Agenda pembahasan rancangan 
peraturan daerah tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 299 ayat (1) 
ditentukan oleh DPRD. 
(19) Persetujuan bersama terhadap 
rancangan peraturan daerah 
tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD oleh DPRD 
paling lama 1 (satu) bulan 
terhitung sejak rancangan 
peraturan daerah diterima. 
Namun sayangnya peraturan 
yang ada untuk melakukan 
pengawasan keuangan daerah belum 
terimplementasi dengan baik. Hal ini 
terlihat dari masih adanya anggota 
dewan perwakilan rakyat daerah yang 
belum memahami pelaksanaan 
pengawasan keuangan. 
b. Kendala Efektifitas Penerapan 
Pengawasan Keuangan Daerah 
Kota Medan 
Hasil penelitian sebelumnya 
menemukan bahwa pengawasan 
keuangan daerah kota Medan belum 
efektif penerapannya disebabkan 
masih adanya anggota dewan yang 
belum memahami proses pelaksanaan 
pengawasan keuangan sesuai 
ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. berdasarkan temuan ini maka 
peneliti mencoba membuat 
pengembangan model pengawasan 
keuangan yang dapat memudahkan 
anggota dewan untuk memahami 




proses melaksanakan pengawasan 
keuangan daerah. Hal ini dimaksudkan 
agar pelaksanaan pengawasan 
keuangan daerah yang dilakukan oleh 
DPRD dapat berjalan sesuai dengan 
aturan yang ada dan dapat terukur 
hasil pengawasan yang mereka 
lakukan. Dengan demikian maka 
secara otomatis hal ini diharapkan 
akan berdampak pada peningkatan 
kinerja para anggota dewan baik itu 
dari aspek resposivitasnya, reliabilitas 
maupun akuntabilitas. 
Agar terhindar dari 
penyimpangan dan penyelewengan 
pemberian wewenang dan keleluasaan 
yang luas tersebut, maka harus diikuti 
dengan pengawasan dan pengendalian 
yang kuat pula. Penguatan fungsi 
pengawasan dapat dilakukan dengan 
mengoptimalkan fungsi pengawasan 
DPRD sebagai kekuatan penyeimbang 
bagi eksekutif daerah dan partisipasi 
masyarakat secara langsung maupun 
tidak langsung melalui Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) atau 
organisasi masyarakat lainnya.  
Dari hasil penelitian pada tahun 
2009 dan 2012, peneliti menemukan 
bahwa dalam pelaksanaan pengawasan 
keuangan daerah masih ada anggota 
dewan yang belum memahami tentang 
pelaksanaan pengawasan keuangan, 
sehingga fungsi pengawasan belum 
berjalan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Hal ini disebabkan kurangnya 
pengetahuan tentang pelaksanaan 
pengawasan tersebut dan minimnya 
panduan untuk pelaksanaan 
pengawasan tersebut. Dan pada 
akhirnya berdampak pada kinerja 
DPRD terutama dalam bidang 
pengawasan. Pengembangan atas 
model pengawasan yang sudah ada 
akan dikemas dalam Standar 
Operasional Prosedur (SOP). SOP ini 
akan memberikan kemudahan bagi 
setiap anggota dewan yang akan 
melaksanakan pengawasan atas 
keuangan daerah memiliki panduan 
yang jelas tentang apa-apa yang harus 
dilakukan. Selain itu SOP ini juga 
dapat menjadi dasar pengukuran 
pelaksanaan pengawasan yang telah 
dilakukan, tujuannya adalah  untuk 
meningkatkan kinerja DPRD. 
Model pengawasan keuangan 
daerah yang dirangkum dari Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 58 Tahun 2005 sudah 
mencakup pada semua aspek 
pengawasan keuangan,  yakni 
pengawasan pada saat perencanaan, 
penetapan dan pengesahan, 
pelaksanaan maupun pada saat 
pelaporan APBD. Namun bila di 
analisis, pada saat pelaksanaan 
ternyata pengawasan yang dilakukan 
dewan ini sangat kurang sekali bahkan 
hampir tidak ada. Padahal pada saat 
pelaksanaan APBD inilah yang 
sebenarnya perlu adanya pengawasan 
yang bersifat langsung dan represif 
yaitu pengawasan secara langsung 
terhadap proses aktivitas sebuah 
lembaga layanan publik. 
Pengembangan model pengawasan 




keuangan daerah yang peneliti 
lakukan adalah pengembangan pada 
pengawasan pada saat pelaksanaan 
APBD dapat dilihat pada tabel 1. 
Adapun tujuan dari 
pengawasan pada saat pelaksanaan 
APBD ini dilakukan adalah menjaga 
agar anggaran yang disusun benar-
benar dijalankan pelaksanaan APBD 
sesuai dengan anggaran yang telah 
digariskan, dan agar hasil pelaksanaan 
APBD  benar-benar dapat dipertang-
gungjawabkan (Alamsyah dalam 
Sopanah dan Mardiasmo, 2003).  
 
Tabel 1. 
Pengembangan Tupoksi DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah 
No. Tupoksi Anggota DPRD Waktu Dasar Teori/ Undang-Undang 
I Pengawasan Pada Saat Perencanaan/ Penyusunan RAPBD  
1 Menerima RAPBD dan lampirannya dari kepala 
daerah 
Pertengahan 
bulan Juni  
Pasal 34 ayat 3 
  2 Mengagendakan dan membahas RAPBD Minggu kedua 
bulan Juli 
Pasal 34 & 35 
II Pengawasan Pada Saat Penetapan/ Pengesahan RAPBD 
 1 Meminta RKA-SKPD kepada kepala daerah 
sebagai tambahan penjelasan terkait pembahasan 





2 Mengambil keputusan bersama antara DPRD 
dan kepala daerah tentang RAPBD dan  





3 Pimpinan DPRD membuat keputusan dan 
penetapan atas penyempurnaan hasil evaluasi 
RAPBD 
31 Desember 
tahun anggaran  
Pasal 52 & 53 
III Pengawasan Pada Saat Pelaksanaan APBD 
1 DPRD memberi  persetujuan atas adanya  
penambahan penghasilan bagi pegawai negeri 
sipil  
 Pasal 63 
2 DPRD memberi persetujuan atas adanya 
pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain  
 Pasal 77 




4 Melakukan pemantauan atas pelaksanaan APBD  Pengawasan 
Langsung 




IV Pengawasan Pada Saat 
Pelaporan APBD 
1 DPRD menerima laporan realisasi semester 
pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) 
bulan berikutnya. 




2 Mempelajari dan mengevaluasi laporan serta 
memberi persetujuan atas perubahan APBD 





Pasal 81, 82 & 83 
 




Agar terhindar dari 
penyimpangan dan penyelewengan 
pemberian wewenang dan keleluasaan 
yang luas harus diikuti dengan 
pengawasan dan pengendalian yang 
kuat. Penguatan fungsi pengawasan 
dapat dilakukan dengan mengop-
timalkan fungsi pengawasan DPRD 
sebagai kekuatan penyeimbang bagi 
eksekutif daerah dan partisipasi 
masyarakat secara langsung maupun 
tidak langsung melalui Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) atau 
organisasi masyarakat lainnya. 
Penguatan fungsi pengendalian 
dilakukan melalui pembuatan sistem 
pengendalian intern yang memadai 
dan pemberdayaan internal auditor 
pemerintah daerah (Mardiasmo, 
2002). 
 
Simpulan   
Fungsi pengawasan yang 
dilakukan anggota dewan pada saat 
perencanaan, penetapan dan 
pengesahan APDB sudah berjalan. 
Namun pengawasan yang dilakukan 
pada saat pelaksanaan dan pelaporan 
APBD masih lemah. Analisis lebih 
lanjut ditemukan bahwa pada 
pengawasan pada saat pelaksanaan 
APBD masih sangat kurang sekali 
bahkan hampir tidak ada. Padahal 
pada saat pelaksanaan APBD inilah 
yang sebenarnya perlu adanya 
pengawasan yang bersifat langsung 
dan represif.  
Tujuan dari pengawasan pada 
saat pelaksanaan APBD ini dilakukan 
adalah untuk menjaga agar anggaran 
yang disusun benar-benar dijalankan 
sesuai dengan anggaran yang telah 
digariskan dan untuk menjaga agar 
hasil pelaksanaan APBD  benar-benar 
dapat dipertanggungjawabkan. 
Untuk memfasilitasi kelemahan 
yang ada maka dilakukan 
pengembangan model pengawasan 
keuangan daerah, sehingga nantinya 
dapat meningkatkan kinerja DPRD 
kota Medan dalam melakukan 
pengawasan pada saat pelaksanaan 
APBD. Perlu adanya panduan tertulis 
berupa SOP yang dapat membantu 
anggota dewan untuk lebih mudah 
memahami dan melaksanakan 
pengawasan keuangan daerah.  
 Agar pengawasan keuangan 
daerah dapat dilakukan sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku 
sehingga dapat meningkatkan kinerja 
dewan maka perlu dilakukan 
sosialisasi model pengawasan 
keuangan daerah dalam bentuk 
pelatihan atau workshop.  
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